
 

 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  19  TAHUN  2021 
 

TENTANG 

 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, 

perlu menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74 
Tahun 2008 tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009            

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan  Lembaran   Negara   Republik   

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019                    

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 68); 

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2017 tentang 

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada 

Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 73); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

SIDOARJO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang 

menangani urusan kesehatan. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat 

Darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan 

jangka panjang, terdiri observasi, diagnostik, terapeutik dan 

rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan 

melahirkan. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada 

seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, 

pelayanan kesehatan lainnya. 



8. Standar  Pelayanan  Minimal  yang  selanjutnya  disingkat  SPM adalah 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan  

urusan  wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap warga secara 

minimal. 

9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif 

yang  digunakan  untuk  menggambarkan  besaran  sasaran  yang 

hendak  dipenuhi  dalam  pencapaian  suatu  SPM  tertentu,  berupa 

masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) SPM dimaksudkan sebagai pedoman Rumah Sakit Umum Daerah 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

(2) SPM bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, 

kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, serta 

kemudahan untuk mendapatkan pelayanan umum yang diberikan 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat. 

 

BAB III 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

 

Pasal 3 

(1) RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sesuai dengan 

SPM. 

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 4 

(1) SPM harus memenuhi persyaratan:  

a. fokus pada jenis pelayanan; 

b. terukur; 

c. dapat dicapai; 

d. relevan dan dapat diandalkan; dan 

e. tepat waktu. 

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dengan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang 

terwujudnya tugas dan fungsi BLUD. 

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 

kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, 

rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. 

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat 

dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD. 

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah 

ditetapkan. 



BAB IV 

JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN,  

INDIKATOR KINERJA SERTA TARGET 

 

Pasal 5 

(1) RSUD Sidoarjo sebagai Rumah Sakit kelas B pendidikan, pusat 

rujukan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, menyediakan 

fasilitas pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non 

medis. 

(2) SPM RSUD ditetapkan berdasarkan indikator kinerja dan target 

pelayanan kesehatan RSUD terdiri dari : 

a. pelayanan medis; 

b. pelayanan penunjang medis; dan 

c. pelayanan penunjang non medis. 

(3) Jenis Pelayanan dan Indikator kinerja serta target pelayanan 

Kesehatan RSUD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Prosedur Pelayanan RSUD diatur lebih lanjut oleh Keputusan 

Direktur.  

 

BAB V 

PELAKSANAAN 

 

Pasal 6  

(1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitatif), yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya 

pencegahan (preventif), penyuluhan (promotif), serta upaya rujukan. 

(2) RSUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar 

Pelayanan Minimal. 

(3) Direktur RSUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan 

di RSUD sesuai SPM. 

(4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM, dilakukan oleh 

tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Direktur RSUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta 

upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan 

berdasarkan SPM. 

 

BAB VI 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pasal 7 

(1) SPM RSUD dilakukan evaluasi internal paling lama setiap 3 (tiga) 

tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan. 

(2) Direktur RSUD menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM kepada 

Bupati. 



BAB VII 

PEMBINAAN 

 

Pasal 8 

(1) Pembinaan SPM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. penetapan pedoman; 

b. bimbingan teknis; 

c. pelatihan; 

d. monitoring. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2008 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Ditetapkan di Sidoarjo  

pada tanggal    8  April  2021 

 

        BUPATI SIDOARJO, 

 

               ttd 

 

        AHMAD MUHDLOR  

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal   8  April  2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

ttd 

 

 

ACHMAD ZAINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 20 

 

 

 

NOREG PERBUP :  19 Tahun  2021 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 
SIDOARJO 

 
 

I. GAMBARAN UMUM 

 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit dinyatakan dalam pasal 4 bahwa Rumah Sakit mempunyai 

tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 

Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai 

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.Ilmu pengetahuan 

dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus 

diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang 

bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan.Rumah Sakit 

sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada 

kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai 

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Hal 

tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi 

terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak 

berbagai masalah pembangunan yang kompleks.Sementara itu, tatanan 

baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan 

global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, 

informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. 

 

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai 

jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehinga keselamatan 

pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin.Salah 

satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus 

dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh 

penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka 

standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat 

dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan 

kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi 

lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang 

berkualitas. 

 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo Terletak 

di Jl. Mojopahit No.667 Sidoarjo, Telp. 031-8961649 Fax. 031-8943237, 

Website: www.rsd.sidoarjokab.id serta Email  rsud@sidoarjokab.go.id 

 
 
 

 
 

 
 

 



II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO 

 

Standar pelayanan minimal RSUD Sidoarjo meliputi jenis-jenis pelayanan 
indikator serta pencapaian kinerja rumah sakit. 

 
A. Jenis-Jenis Pelayanan Rumah Sakit 

Jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD Sidoarjo adalah 

sebagai berikut : 
1.jenisPelayanan Medis meliputi : 

a. Gawat Darurat : 
- Tindakan Kegawatdaruratan; 
- Rawat Observatif Intensif (ROI). 

b. Rawat Jalan; 
- Klinik Bedah Umum; 
- Klinik Bedah Urologi; 
- Klinik bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika ; 
- Klinik Bedah Syaraf; 
- Klinik Bedah Orthopedi; 
- Klinik Kesehatan Anak; 
- Klinik Neonatal (Tumbuh Kembang Anak); 
- Klinik Hamil/ KB; 
- Klinik Kandungan; 
- Klinik Andrologi dan Infertil; 
- Klinik Penyakit Dalam; 
- Klinik Syaraf; 
- Klinik Jantung; 
- Klinik Psikiatri; 
- Klinik Psikologi; 
- Klinik THT; 
- Klinik Mata; 
- Klinik Kulit dan Kelamin; 
- Klinik Gigi dan Mulut; 
- Klinik Paru; 
- Klinik Konsultasi Gizi; 
- KlinikVCT HIV-AIDS(Mawar Merah); 
- Klinik Rehabilitasi Medik; 
- Klinik Medical Check Up dan Akupuntur; 
- Klinik Geriatri; 
- Klinik Paliatif; 
- Klinik Nyeri; 
- Klinik Rawat Luka. 

c. Rawat Inap : 
- Rawat  Inap Kelas III (Mawar Kuning, Mawar Merah Putih); 
- Rawat  Inap Kelas II (Teratai dan Mawar Merah Putih); 
- Rawat  Inap Kelas I (Tulip); 
- Rawat  Inap Paviliun Graha Delta Husada terdiri dari Bougenvile 

(VIP) dan Anggrek (VVIP A dan VVIP B);  
- Rawat Inap Non Kelas. 

d. Pelayanan Bedah : 
e. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI) : 

- Pelayanan Maternal Neonatal Emergency (MNE); 
- Pelayanan Maternal Neonatal Emergency (MNE) yaitu : 

- Pelayanan Maternal dan Neonatal Fisiologis; 
- Pelayanan Maternal dan Neonatal resiko tinggi; 

- Pelayanan Ginekologis 
f. Rawat Intensif Terpadu : 

- Intensive Care Unit (ICU); 
- Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); 



- Neonatal Intensive Care Unit (NICU); 
- Pediatric Intensive Care Unit (PICU); 
- Emergency Care Unit (ECU). 

g. Pelayanan GAKIN (Keluarga Miskin) 
 

2. Jenis Pelayanan penunjang medismeliputi : 
1. Radiologi; 
2. Laboratorium Patologi Klinik; 
3. Rehabilitasi Medik; 
4. Farmasi 
5. Bank darah/Transfusi Darah; 
6. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal : 

- Pemulasaran Jenazah 
- Mobil Jenazah dan Ambulance Rescue 

7. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); 
8. Laboratorium Patologi Anatomi; 
9. Laboratorium Mikrobiologi; 

 
3. Jenis Pelayanan penunjang Non Medismeliputi : 

1. Pelayanan Gizi; 
2. Pelayanan Rekam Medik; 
3. Pelayanan Pengelola Limbah; 
4. Administrasi dan Manajamen; 
5. Pelayanan Pemeliharaan sarana Rumah Sakit; 
6. Pelayanan Laundry. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




































































